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WAL重KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

pERATURAN wAL賞Ko船s重Bo鵬A

NOMORの4 TAHUN 2022

TENTANG

sTANDAR BIAⅤA pENⅤELENGGARAAN DANA A調弧s重KHusus NONFlslK

FAslLITAs重pENANAMAN MODAL pEMER重NTAH Ko船s重BOLGA

恥HUN ANGGARAN 2022

DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAしI KOTA S重BOLGA,

Menimbang : a. bahwa DAK Non鯖sik Fasi職tasi Pen狐aman Modal mempakan

salah組tu sumber pembiayaan bagi Pemerintah Kota Sibolga

untuk menin8katkan perkembangan Program investasi/

penananan modal di Kota Sibolga, dalan hal ini terkait

pelaks劃aan pengawasan dan bi皿b血g劃　teknis/sosi血isasi

implementasi pengawasrm perizinan beruscha berbasis resiko

kepada pelaku usaha;

b. bahwa d血am rangka pelaksanaan bela可a barang d紬jasa

DAK Non Fisik Fasilitasi Pena皿am紬　Modal Kota Sibolga

Tahun Anggaran 2022 dapat terlaksana tertib, lancar, efektif,

dan e鯖sien sesuai dengan Pcraturan Mente五〇nvestasi/ Kep血a

Bad狐K○○rd血asi Penanaman Modal Nomor 08 Tahun 2021

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi

Pen紬aman Modal Tahun Anggaran 2022 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a d紬hun重f b, perlu menetapk紬Peraturan Wali

Kota tentang Standar Biaya Penyelenggaraan DAK Nonfisik

Fas址tasi Penanaman Mod瓢Peme正ntah Kota Sibolga Tahun

Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor　8　Drt. Tahun　1956　tentang

Pembentuk孤　Daerah Otonom Kota-Kota Besa重　dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tanbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 092) ;

2. Und紬g-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007　Nomor　67, Tambahan Ifmbaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4724) ;

3･ undang-Undαng...



3. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tent紬g

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2014　nomor　244, Tambahan Lembaran Negara

Republ址Indonesia Nomor 5587) sebag祉重職ma telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1

Tahun　2020　tentang Cipta Kelja　(Lembaran Negara

Republ址賞ndonesia Tahun 2020 No皿or 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

4.　Peraturan peme正ntah No皿or 55 Tahun 2005 tentang Dana

Pe正mbang紬(Lcmbar紬　Negara Republik　重ndonesia

Tahun　2005　Nomor 137, Tambahan Ifmbaran Negara

Republ比重ndonesia Nomor 4575) ;

5.　Peraturan Peme克ntah Nomor　24　Tahun　2018　tentang

Pelayanan Pehz血孤　Bemsaha Tehntegrasi Seca重a

Elek虹onik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018　Nomor 90, Tambah紬　しemba重an Negara Republik

量ndonesia Nomor 62 15);

6.　Peraturan Peme正ntah Nomor 12　Tahun　2019　tcnta皿g

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Talun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

7.　Peraturan Badan Koordinasi penanaman Modal

Nomor 3 Tahun 202 i tentang Sistem Pehzinan Berusaha

Berbasis Resiko Te轟ntegrasi secara elektronik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

8.　Peratur紬Bad狐K○○rd血asi Pen劃a皿劃Mod血　Nomor 4

Tahun　2021 tenta皿g Pedoman Tata Cara Pelayanan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penananan

Mod軸(Behta Negara Republ批Indonesia Tahun 202 1 Nomor

272);

9.　Peratu則Badan K○○rd血asi Pen紬a皿a皿M∝l瓢　Nomor 5

Tahun 202 1 tent狐g Pedoman dan Tata Cara Pengawas紬

Perizinan Beruscha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik

量ndonesia Tahun 2021 Nomo｢ 273);

10. Peraturan Badan K○○重di皿asi Pen紬aman Modal Nomor　08

Tahun　2021 tentang Petu巾uk Teknis Penggunaan D狐a

Auokasi Khusus Nonfisik Fasihasi Penanaman Modal Tahun

Anggaran 202 i ;

11. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor　70　tahun　2019

tentang Sistem lnfomasi Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor　01 Tahun　2017

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota (Lembaran

Daerah Kota Sibolga Tahun　2017　Nomor 13, Tambahan

Lemaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);



13. Peraturan Wan Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2017 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi ser血Tugas dan Fungsi

Dinas Penananan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Hntu Kota Sibolga (Be轟ta Daerah Kota Sibolga Tahun

2017 Nomor 37);

14. Peraturan Wa虹Kota Sib○○ga Nomor 50 Tahun 2021 tentang

Standar Satuan Harga Barang Peme轟ntah Kota Sibolga

Tahun Angga重an 2022 (Be轟屯Dae重ah Kota Sibolga Tahun

2021 Nomor 343);

15. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 31 Tahun 2021 tentang

Standar Biaya Tahun Anggar紬2022 (Behta Daerah Ko屯

Sib○○ga Tahun 202 1 Nomor 324);

MBMUTUSKAN :

:　pBRATURAN wAL量　Ko船　TENTANG s皿NDAR BIAyA

pENyEしENGGARAAN DANA ALo孤s宣　KHusus NONFlslK

恥slL賞皿sl PENANAMAN MODAL Ko皿　slBOLGA TAHUN

ANGGARAN 2022.

BAB量

KETENTUAN UMUM

D血a皿Peraturan Wall Ko屯ini yang d血Iaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.

2. Peme正ntah Daerah adalah Peme正ntah Kota Sibolga.

3. W血i Kota ad瓢ah Wali Kota Sibolga.

4. Dana Alokasi血usus Non航sik yang sela可utnya disebut DAK

Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalan Anggaran

Pendapatan dan Bcla可a Negara kepada daerah deng狐t可uan

untuk membantu mendanal kegiatan khusus nonfisik yang

merupak紬umsan daerah sesuai dengan p五〇五tas nasional.

5. DAK Non窟s址Fas組itasi Penana皿狐Mod瓢adalah dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan fasilitasi penanaman modal

yang merupakan urucan daerah dan sesuai dengan prioritas

nasional.

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam

m∝lal, ba址　oleh pen紬am modal d血am ncgeh maupun

pen紬am modal as血g untuk melakukan usa宣重a di wilayah

negaぬRepubl址賞ndonesia.

7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha,

kantor perwa施1狐, dan bad狐　usaha luar nege轟　yang

melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang

tertentu.

8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada

Pelaku Usaha untuk memulai dan mc垂瓢ankan usa心a

dan/atau kegiat-ya.



9. Risiko adalah potensi teljadinya cidera atau kerugian dari

suatu bahaya atau komb血asi kemungk心細　dan a鵬bat

bahaya.

10.Tahun AnggaTan 2022 ad粗ah msa 1 (satu) tahun terhitung

mulai da轟　tangg血1 J紬u甜･i s劃pai dengan tangg血　31

Descmber 2022.

1 1. Mente五重nvestasi/Kep瓢a Badan K○○rdinasi Penan劃an Mod血

yang sela可utnya disebut Mente轟　ad瓢ah Mcnteh/Kepala

Bad紬yang menyelenggarak狐u｢usan peme丘ntahan di bidang

investasi / Pen紬aman Mod血.

12.D心as Penan劃an Mod粗dan Pelayanan l七rpadu Satu皿ntu

Kota Sibolga yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah

organisasi perangkat daerah pemehntah Kota Sibolga y紬g

mempunyai tugas menyelenggarakan u｢us狐　peme轟ntahan

daerah di bid紬g Pen孤ama皿Modal.

13.Bid紬g Pen紬ama皿Modal ad血ah bid紬g di Dinas Pen紬am紬

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota

Sibolga yang melaksanakan unsur Perenc紬aan,打omosi,

Pengembangan I岨im,pengawasan dan pengendaⅡan usaha dan

penanaman mod瓢yang berada di Kota Sibolga.

14. St狐dar Satuan Harga (SSH) me｢upakan acu紬satu劃harga

per unit ba重紬g月asa di Kota Sibolga yang ditetapk紬dengan

ketentuan kepala daerah;

15.Standar Satu紬Biaya (SSB) merupaka皿acuan satuan biaya

per unit barang/jasa di Kota Sibolga y紬g ditetapkan dcng紬

ketentuan kep血a daerah;

16. Standar Biaya Pcme正ntah Kota Sibolga adalah satuan biaya

y劃g ditetapka皿　sebagai acuan perhitunga皿　kebutuhan

紬gga重紬d心細Renc紬a Ke寄a Anggar紬org紬isasi perangkat

daerah di Kota Sibolga;

17.Sistcm　量nめmasi Pemehntah Daerah me｢upakan system

inめ皿asi y劃g memuat system perencana紬　pembangunan

daerah dan sistem keuangan daerah,　se轟a sistem

pe血e轟ntahan daerah yang lain, temasuk sistem pembinaan

dan pengawas紬pemehntah daerah;

BAB11

KEGIATAN DAN RUANG HNGKUP DAK NONFIS量K

Pasal2

(1) DAK Non鯖sik Fasilitasi Pen紬aman Modal Tahun Anggaran

2022 terdih atas kegiatan :

a. pengawas紬penanaman Modal;

b. bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha; dan

c. penyelesai紬　pemas瓢ahan din　hambatan yang

dihadapi Pelaku Usaha dala皿merealisasikan kegiatan

u sahanya.

(2) Kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun
Anggar狐　2022　sebagaim劃a dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh DPMPTSP Kota Sibolga.

Pusaz3...



Pasal3

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalan Pasal　2　ayat (1)

huruf a merupakan upaya memastikan pelak縫maan kegiatan

usaha, perkembangan realisasi Penanaman Mod血　dan/atau

pelak輸naan kewajiban kemitraan yang dilaksanakan terhadap

ke由at劃　usaha berdasa重kan t血gkat Ris址o din　色ngkat

kepatuhan Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan

pemndang- undangan.

(2) Pengaw謎rm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakcanakan

mel瓢ui inspeksi lap劃g劃kepada Pelaku Usaha.

(3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh DPMusp Kota Sibolga sesuai kewenangannya.

(4) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pal止g

sedikit me皿uat:

a. analisa dan verifikasi data, profiil, dan informasi kegiatan

usaha da正Pelaku Usaha;

b.血speksi lap紬gan; dan

c. evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan

Berusaha Para Pelaku Usaha.

(5) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b

d皿akukan untuk meme正ksa kesesuaian data dan infbmasi

y劃g disampaikan pada laporan berk瓢a dengan pclaksanaan

鯖sik kegiatan usaha, mel瓢ui pemehksaan adminis廿a寄り粛sik

meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai

Penanaman Modal ,　tenaga ke章j a,　me sin / per瓢atan ,

bangunan/gedung, kewajiban kemitraan dan/atau kewajiban

lainnya terkait pelaks弧aan Penana皿Mod租.

Pasal4

(1) Bimbingan teknis sebagalmana dimaksud dalan Pasal 2 ayat ( 1)
humf b, melipu寄:

a. bimbingan tek重iis/ sosialisasi implementasi Perizinan

Be｢usaha berbasis Risiko; din

b. bimbingan teknis/sosiansasi implementasi pengawasan

Perizinan Berusaha berbasis Risiko.

(2) Bimbing劃teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

d皿akukan secara luar ja轟ngan (1u轟ng) dan/atau d血am ja五重ig紬

(dahng) melalui mpat/pe巾emu狐　dengan narasumber yang

kompeten.

Pasal 5

(1) Penyelesaian permasalahan dan hambatan sebagaimana

dimaksud d血劃　Pas血2　ayat (1) huruf c dilakukan secara

lu轟ng dan/atau dahng melalui rapat/ pe直emuan antara Pelaku

Usaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah terkait atau

na重asumber yang kompeten.

(2) Penyelesaian pemasalahan dan hanbatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap狐:

a. identi触asi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang

dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan

u sahanya;

b. penyelesaian permasalahan dan h紬batan yang dihadapi

Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya; dan

c. evaluasi penyelesalan permasalahan dan hanbatan yang

dihadapi PelaJou Usaha dalam merealisasikan kegiatan

u sahanya.

P寄sal6,...



Pasal6

(1) DAK Non飼sik Fasili屯si Penanam劃Mod血Tahun Angga重an

2022 dibe轟kan kepada Pemehntah Daerah Kota Sibolga･

(2) Besaran nnai alokasi DAK Non鯖s址　Fas出血si Pen紬am劃

Modal Tchun Anggaran 2022 yang diterima setiap tahunnya

dipengamhi oleh 4 (empat) indikator, yaitu:

a. n組ai rc血isasi Penanaman Mod血akumulasi 3 (心ga) tahun

terakhir;

b. jumlah Pelaku Usaha akumulasi 3 (tiga) tahun terakhir;

c. kapasitas正sk血daerah; dan

d. kondisi aksesibilitas geogra最s.

(3) Nilal realisasi penananan Modal sebagainana dimaksud pada
ayat (2) huruf a mempakan nilal realisasi Penanaman Modal

di daerah Kota Sibolga selama periode Talun 2018組mpai

deng劃Tahun 2020.

(4) Ju皿lah Pelaku Usaha sebagai血狐a dimaksud pada ayat (2)

humf b皿empakan jumlah Pelaku Usa宣ia yang melakukan

kegiatan Penanaman Modal di daerah KoぬSibolga selama

pe五〇de Tahun 2018 sampai deng紬Tahun 2020.

(5) Kapasitas最skal daerah sebagai皿紬a dimaksud pada ayat (2)

humf c dikelompokkan d血狐5 (Hma) katego正, yaitu:

a. Sangat rendah;

b. Rendah;

c. Sedang;

d.軸nggi; dan

e. Sangat心nggi.

(6) Kondisi aksesibiHtas geogra血s sebagai皿ana dimaksud pada

ayat (2) bumf d dikelompokkan d粗am 3 (心ga) kateg〇五, yaitu:

a.Suht;

b. Sedang; dan

c. Mudah.

BAB1重1

PENGEしOしAAN

Pasal 7

Pengclolaan DAK Non静s址　Fasihtasi Pen紬am紬　Mod瓢　Tahun

Anggaran 2022 meliputi kegiatan:

a ･　perenc紬aan ;

b.　peng狐gga重an;

c.　pelaksanaan;

d.　pelapor狐; din

e.　monitoring dan evaluasi.

Pasal8

(1) Perenc紬a狐sebagaimana dimaksud d瓢am Pasal 7 bumf a

mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 yang diteねpkan se心ap

tahun oleh　打esiden sesuai dengan ketentu狐　peraturan

pemndang-undangan.

(2) Perenc紬a紬　sebagaimana dimaksud pada ayat (1) p血ing

sedikit memuat :

a. menu ke由atan;

b. target kegiatan; dan

c. rincian alokasi per jenis kegiatan.

β). Pere′lcαr調αn...



(3) Perenc紬aan Penganggaran d瓢劃penyusunan R孤/RKPA

DAK Non Fisik Fasilitasi Penananan Modal Kota Sibolga

berpedoman kepada Peraturan P重esiden Nomor　33　Tahun

2020 tentang Standar Harga Satu狐Regional.

(4) Dalan hal perencanaan penganggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3),也dak te｢dapat pada Peratura皿

打esiden Nomor 33 Tahun 2020 maka hnci紬penganggaran

mengikuti Standar Biaya dan Standar Harga yang berlaku

pada Pemehntah Kota Sibolga.

Pas瓢9

(1) Dalam melakuk狐　penganggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal　7　huruf b, Pemerintah Daerah Kota Sibolga

mengangga十kan DAK Non航s毘Fas址tasi Penanaman Modal ke

dala皿Angga重an Pendapat紬dan Bela可a Daerah dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang

mengacu pada　正ncian　血okasi DAK Non粛sik Fasilitasi

Pen狐劃an Mod瓢y紬g ditetapk紬oleh Mente五〇

(2) Penetap紬hncian狐okasi DAK Non鯖sik Fas址tasi Pcnanaman

Mod血sebaga上m狐a dimaksud pada ayat (1), dⅡakukan oleh

Mente正deng紬mengacu pada正ncian APBN y紬g dite屯pk紬

setiap tahun oleh Hesiden sesuai dengan ketentuan

peraturan pemndang undangan.

Pasal10

(1) Pelaks狐a劃sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c

dHaksanakan oleh DPMp富sp K〇日Sibolga sesuai kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Pelakcanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu

kepada:

a. Menu kegiatan dan target kegiatan yang telah ditetapkan

oleh Kementehan; dan

b. Rincian alokasi per jenis kegiatan dapat menyesuaikan

deng劃p五〇五tas daerah Kota Siわlga.

(3) Rincian Anggaran pelaksanaan kegiat紬　sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum d血劃　Lampiran I

Peraturan Wan Kota血i yang mempakan bagian y紬g心dak

terpisahkan da正Peraturan Wan Kota血i.

Pas∈止11

(1) Pelaporan sebagai皿狐a di皿aksud d血am Pasal 7　humf d

disanpaikan oleh DPMPTSP Kota Sibolga kepada

Kemente轟an secara berk瓢a se心ap 6 (enam) bul劃sek孤i.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dⅡakukan mel血ui apli血si Sistem重nfbmasi Dana Alokasi

皿usus (slDAK).

(3) Penyampalan laporan sebagaimana dinaksud pada ayat (1)

dilakukan per jenis kegiatan, yang terdiri atas:

a. reaHsasi kegiatan;

b. rc血isasi penyerapan anggaran; dan

c. permasalahan dalam pelaksrmaan DAK Nonfisik Fasilitas

Penana皿劃Mod租.

/4) fegaJa...



(4) Seg血a bentukめmat dalam pelaks弧aan pelapor紬kegiatan

DAK Non Fisik Fasilitasi Penanam紬Mod血Tahun 2022血i

merujuk kepada Petunjuk Teknis Pengunaan DAK Non Fisik

Fasnitasi Penanaman Mod址Nomor 08 Tahun 202 1.

Pasal12

( 1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 bumf e dilakukan terhadap :

a. ketepatan waktu penyampaian laporan secara berkala

se心ap 6 (enam) bulan seka壇

b. re瓢isasi kegiatan DAK Non鯖s批　Fasilitasi Penanam狐

Modal Tahun Anggaran 2022;

c. re血isasi penyerapan anggar狐　DAK Non鯖sik Fasili屯si

Penanam劃Mod瓢Tahun Anggamn 2022; din

d. permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan DAK

Non鯖sik Fasilitasi Pen紬劃an Mod瓢.

(2) Monit〇五ng dan ev租uasi pelaks紬aan DAK Non鯖s毘Fasilitasi

Penanaman Modal Tahun Anggaran　2022　sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanak紬　oleh Kemente正an

dalam h血ini unit depu吐yang menyelenggarakan umsan

bidang pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan unit

depu亀　yang menyelengga重aka皿　umsan bid紬g promosi

Penanaman Modal dengan meliba此an kemente止an/lembaga

terkait.

Pasal13

(1) Pengelola紬　DAK Non鯖s此　Fasuitasi Penanaman Modal

sebaga王mana dimaksud dalam Pasal 7 dilaks孤ak紬sesuai

deng紬　petu巾uk te血is sebagaimana tercantum d乱調

Lanpiran 11 Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian

寄dak te重pisahkan da轟Pemturan W血i Kota ini.

(2) Petu垂uk teknis sebaga上mana dimaksud pada ayat (1)

digunakan sebagal acuan bagi Pemerintah Daerah Kota

Sibolga da重a皿　pengelolaan DAK Non魚sik Fasilitasi

王℃nanaman Mod血,

BAB重V

PEMBI NAAN

Pasal14

( I) Kementehan sesuai kewenangannya血elakuk紬pembinaa皿

kepada DPMPTSP Kota Sibolga pengelola DAK Nonfisik

Fasi止tasi Pen狐狐an Mod瓢.

(2) Pe_mbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, koordinasi, serta

pendidikan dan pelat血狐.



BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pas血15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar se亀ap orang mengetahuinya, meme轟ntahkan pengundangan

Peraturan W瓢i Ko屯血i dengan penempat劃nya d孤am Be正ta

Daerah Kota Sibolga.

:itdeata豊蓋�=ﾆ(�ｰan巾　2.22



しAMP量RANI

PERATURAN WAし重KOTA S暮BOLGA

NOMOR a4 TAHUN 2o22

TENTANG

S汀ANDAR BIAYA PENVELENGGARAAN DANA ALOKASI

KHUSUS NON FISIK FAS量しITAS量PENANAMAN MODAL KOTA

SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN ANGGA孤N KEGIA船N DAK NON Fls重K FAs重L重皿s量pENANAMAN

DINAs PENANAMAN MODAL DAN pp富sp Ko船s喜BOしGA

TAHUN ANGGARAN 2022

(Sesual Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020)

NO �(ﾈﾆ6����Satuan 陪�&v��'���

1. ���ｶWDﾖVWHﾈﾆtgVﾆﾆF���Org/Hah �#cb����ﾃ���

2. 漂-ｶt�����&���B���譏襷��Org/Hah 鉄�����ﾃ���

3. 彪�誥��������X�ｨﾈﾆ�腱匁�6IUｦ�ﾒ�ｶ��ﾆV(ﾈﾆF�ヤｦ�萪��Org/Hah ��S�����ﾃ���

4. 陪��%FV��v���V襷�ﾗ�ﾈﾉ,��Or8/Bh �"縱������ﾃ���
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8. 陪��&��7Vﾔﾖ�W&�F�"�Or宝 �3S�����ﾃ���

9. 陪��)-ｷVﾕ�Vﾖ&�v���6����Or8 �3������ﾃ���



しAMPIRAN萱I

PERATURAN WALI KOTA SIBOしGA

NOMOR叫TAHUN 2022

TEN恥G

sTANDAR BIAyA pEⅣyELENGGARAAN DANA Aしo弧sl

KHUSUS NON FISIK FASIし重TASI PENANAMAN MODAしKOTA

SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2022

pETUN↓uK TEKNls PENGGUNAAN DAK NONF暮slK FAs重L工船sl PENANAMAN

MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

BABI

PENDAHUしUAN

A･鴫tar Belak紬g

Seca重a nasion血, Penanaman Mod瓢sangat berper劃pen色ng d瓢am

memutar roda perekonomian nasional. Sej‘alan dengan arah kebijakan

nasion血, pen血gkat紬血ovasi dan ku血itas Pen狐am紬Modal merupak劃

m∝l瓢utama untuk mendorong pe忙umbuha皿ekonomi yang leb血t血ggi,

berkela可ut紬　da皿　meny匂ahterak狐　secara adil din　meraぬ. Dengan

memperhatikan hal tersebut, Kementerian menetapkan dua arah

kebijakan, yaitu peningkatan inovasi untuk pencapalan target Penananan

Modal d紬pen血gkatan Pen紬a皿an Mod血yang berku粗itas dalam upaya

mendorong pe正umbuhan ekonomi yang in岨usif dan bcrkela垂utan.

Berdasarkan Peratur劃　Mente五　重nvestasi/Kepala Badan K○○rdinasi

Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 202 1 tentang Organisasi dan Tata Ke重ja

Kcmente正an暮nvestasi/Badan K○○rdhasi Penanaman ModaユタKemente轟劃

mempunyai tugas membantu Presiden dalan menyelenggarakan urusan

peme轟ntahan di bidang血ves血si dan k○○rd血asi pelaks紬aan kebijakan

dan pelayan紬di bidang Penanaman Modal. D血a皿melaks劃akan tugas

tersebut, Kementerian menjalankan beberapa fungsi antara lain

pelaks弧aan promosi mel血ui k○○rd血asi, pemmus紬d紬pelaksanaan

kebijakan di bidang pemetaan potensi, pengembangan dan fasilitasi

promosi dalam negeri dan fungsi pengendalian pelaks弧aan Penananan

Modal mel瓢ui pelaks劃aan pengawasan Penanaman Mod血, pembinaan

pelaks紬aan Penanaman Mod血, bimbingan te血is dan pembe正an bantuan

penyelesaian berbagal hambatan dan permasalahan yang dihadapi Pelaku

Usaha dalan menjalankan kegiatan Penananan Modal. Kementerian juga

melakukan penguatan　血ngsi Penanam紬　Modal pada saturn　ke寄a

perangkat daerah DPMPTSP prov血si, kabupaten, dan kota mel瓢ui

penyalu｢an DAK Non鱒s址.

D瓢am pelaks紬aan　血ngsi Penanaman Mod血　pada satuan ke寄a

per紬gkat daerah, terdapat gap　魚skal antara ke皿puan pendana紬

Pemerintah Daerah dan pembiayaan untuk kegiatan fasilitasi Penanaman

Modal di DPMPTSP provinsi, kabupaten, dan kota. Hal tersebut

menga貼ba此an kurang op心malnya kegiatan屯s皿itasi Pen紬am狐Mod瓢di

Kota Sib○○ga, temtama untuk pengawasan reaHsasi Pen紬aman M∝lal dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menindardajuti hal tersebut,

pada aw瓢Tahun 2020,打esiden membe轟kan紬ahan kepada Mente正

Keuangan untuk menganggarkan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman

Modal dimulai pada Tahun Anggaran 2021. Sela可u血ya pada RAPBN

Tahun An縫ar紬　2022　telah dite屯pkan angga則　sebesar

Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah) untuk

DAK Non粛sik Fasilitasi Pen紬a皿an Mod瓢. Ke坤ak狐DAK Non鯖sik pada

prinsipnya dapat dimahaai sebagai lan8kah strategis Pemehntah untuk

sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan prioritas

nasional dengan program/kegiatan yang merupakan prioritas daerah Kota

Sibolga.

8.A調lし..



8. Arab Kebijakan

Pencapaian target realisasi Penananan Modal melalui kegiatan

pengawas紬Pcnanama皿Modal, bimbingan te血is kepada Pelaku Usaha,

penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha

dalan merealisasikan kegiatan usahanya dan penyusunan bahan promosi

Pen紬aman Mod瓢.

C. T可uan

1. Meningkatkan capaian realisasi Penanaman Modal di Kota Sibolga;

2. Men血gkatk劃kepatuh狐Pelaku Usaha dalam血claksanakan ke由atan

usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Meningkatkan pemahaman Pelaku Usaha mengenai ketentuan

pelaksanaan Penanaman Modal; dan
4. Meningkatkan m血at pen紬a皿　mod瓢　untuk mela血kan Pena皿am紬

Mod血di Kota Sibolga.

D. Sasaran

Sasaran kegiatan penggunaan DAK Non鯖s址Fas址tasi Penanaman Modal

ad瓢ah:

1. Meningkatnya realisasi Penanaman Modal di Kota Sibolga, hal ini untuk

mencapai target re瓢isasi Peme正ntah Indonesia.

2. Meningkatnya jumlah Pelaku Usaha y劃g mem組i瞳Pe轟z血劃Berusaha;

3. Meningkatnya jumlah pelaporan kegiatan Penanaman Modal di Kota

Sibolga sebesar 20% da正Tahun 202 1;

4. Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan dan hambatan yang

dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya; dan

5. Meningkatnya m血at penanam modal untuk melakukan Penanama皿

Modal di Kota Sibolga.

E. Ruang Lingkup dan Tugas Pengawas

1. Lingkup Wilayah DAK Nonrisik salah catunya dialokasikan kepada Kota

Sibolga

2. Lingkup Kegiatan/ Menu Kegiatan

a･ Kegiat劃　pcngawasan Penanaman M°d瓢　dilakuk紬　terhadap

Penanaman Modal Dalam Nege正(PMDN) di daerah kabupatcn/kota

sesuai dengan kewenangannya, melalui:

1･ anaHsa d狐ve正鯖kasi data, pro創d紬止めmasi kegiatan usaha dan

Pelaku Usaha;

2.血speksi lapangan; dan

3. evaluasi penilalan kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Para

Pelaku Usaha.

Petugas pelaksanaan pcngawas餌Pen狐劃a皿Mod瓢Kota Sibolga

wajib melakukan pengawasan dengan berpedoman kepada Peraturan

Badan K○○rd血asi Penanaman Mod血Nomor 5 Tahun 2021 tent紬g

Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Bemsaha berbasis

Risiko, antara lain:

a･ Memas亀kan kepada pelaku usaha untuk menerapkan phnsip

tata kelola perusahaan yang balk;

b･ Mendorong pelaku usaha dalam melaks弧aka皿t紬ggung jawab

soci瓢pcrusahaan (CSR) ;

c. Melakukan bimbingan langsung terhadap pelaku usaha baik

untuk pendaftaran maupun pelaporan penananan modal;

d. Mewajibk紬pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM;

e. Mewajibkan pelaku usaha untuk menghormati tradisi budaya

masyarakat Kota Sibolga;

f. Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kompetensi

tenaga kelja dalan hal ini masyarakat Kota Sibolga yang menjadi

tenaga keヰa;

9.胞)ajl‘bたan...



9. Mewajibkan pelaku usaha untuk menyelenggarakan pelatihan
d劃melakukan alih teknologi;

h. Mewajibk狐　kepada pelaku usaha untuk　血ematuhi seg血a

pemturan pe｢undang-undang紬yang bcrlaku;

i. Mewajibkan pelaku usaha Badan untuk ikut se轟a d血am

Janinan Sosial yang diwajibkan oleh Pemerintah;

j. Memastikan pelaku usaha untuk menjamin tersedianya modal

yang berasal darn sumber yang tidak bertentangan dengan

ketentuan peratu ran pe｢undang- undangan ;

k. Me皿astikan kepada pelaku usaha bahwa j毘a pelaku usaha

menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya untuk

menanggung dan menyelesaikan segala bentuk kewajiban dan

kerugi狐perusahaan ;

1. Menciptakan dan mengatur iklim usaha persaingan yang sehat

dan mencegah prak心k monopoli;

m. Mewajibkan pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan

hidup;

n. Mewajibkan kepada pelaku usaha untuk menciptakan

keselamatan, kesehat紬, kenyamanan, dan kes句ahteraan

peke重ja;

〇･ Melakukan血speksi lapangan kepada pelaku usaha secara tiba-

tiba, terutama untuk perusahaan yang tidak mematuhi aturan

perundang- und紬gan ;

p. Membuat laporan berkala dari pelaku usaha;

q. Memberikan srmksi dan pembinaan kepada pelaku usaha;
r. Melakukan penilai紬kepatuhan pelaks弧aan pehzinan be則saha

bagi pelaku usaha;

s. Menindaklanjuti segala pengaduan mengenai usaha yang

bemasalah ;

t. Melakuk組むndaka皿adminis血a心f atas dasa重pemohonan pelaku

usaha, putu組n pengadilan, dan ketidak patuhan pelaku usaha

terhadap aturan pe則ndang-und狐gan berlaku;

b･ Kegiatan bi皿b血g劃　teknis kepada Pelaku Usaha ad瓢ah kegiatan

peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pelaku Usaha
Penanaman Modal Asing (PMA) dan PMDN yang berlokasi di Kota

Sibolga terkait dengan kegiatan pelaksanaan Penanaman Modal,

meⅡpu正

1. bimbingan teknis/sosialisasi imple皿entasi Pehz心細　Bemsaha

berbasis Risiko.

2. binbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan

Berusaha berbasis Risiko, y狐g melipu宙

a) pengawas紬関心n dan pengawas紬血sident血;

b) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ;

c) pembatalan sertifikat standar atau izin;

d) pencabutan Pe轟z血an Bemsaha;

e) pengadu劃;

0 pengenaan sanksi adminis廿a郎dan

g) pro魚1 Pelaku Usaha.

3. DPMPPTSP Kota Sibolga melakukan survei pemanfaatan kegiatan

kepada Pelaku Usaha d瓢am pe重aks紬aan bimbingan te血is (Anak

し劃pir紬I Juknis Kementehan重nves屯si 08 Tahun 202 1).

c. Penyelesaian permasalahan dan hanbatan yang dihadapi Pelaku

Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, dengan tahapan yang

melipu心:

]. jaer垂戸加sl’...



1. Identifikasi penyelesaian permasalahan dan hanbatan yang

dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya

yang dituangkan dalan profil Pelaku Usaha yang dilakukan

penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku

Usaha dalam merea虹sasik紬ke鏡atan usahanya (Anak Lampiran

重I pada Ju血is Kementehan lnvestasi/ BKPM 08 Tahun 202 1);

2･ Penyelesaian pe調asalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku

Usaha dal狐mere血isasikan kegiat紬usa重i紬ya, yang dilakukan

secara luhng dan/a屯u dahng, mel血ui rapat/pe轟cmuan antara

Pelaku Usaha, peme正ntah pusat, Peme正ntah Daerah tcrkait a屯u

narasumber yang kompeten; dan

3. Evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi

Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dalan

bentuk notula rapat yang disampaikan kepada pihak terkait (Anak

し劃pir紬　〇〇〇 Ju血is Kcmente轟an lnvestasi/ BKPM　08　Tahun

2021).

e. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi

Penanam紬　Mod血　kepada Pelaku Usaha, dilakukan ke由atan

pendampingan yang meHba此紬1 (satu) orang tenaga pendamping

Non Aparatur Sipn Negara (Non ASN) dengan虹te正a:

1 ･ Warga Negara Indonesia (WNI);

2. Tingkat pendidikan paling rendah Diploma Ill;

3. Mem址貼d紬memah狐Ii perangkat komputer;

4･ Bersedia meng批u缶　pendidikan/pela仕h狐　dan mendapa此an

se巾i鯖kat kelulus弧dah msat Pendid址an d孤Pelat血an BKPM;

5. Bersedia ditcmpatkan secara penuh waktu di antor DPMPprsp

sel劃a 12 (dua belas) bulan be轟urut-tumt; dan

6 I Tenaga pend劃ping dimaksud dite屯pkan melalui surat keputusan

W瓢i Ko屯Sibolga atau kep血a DPM門SP Kota Sibolga.

青Tenaga pendamp血g Non Ap紬atur SipⅡ Negara be正ugas:

1.皿embehkan bimbing狐, konsultasi, dan asistensi berb紬tuan

d瓢am hal te重jadi kend租a pada pengoperasian Sistem OSS, yang

me止pu色　subsistem pelay紬an　止めmasi, subsistem Pe五z血an

Berusa宣ia bcrbasis Risiko, d狐subsistem pengawasan

Bcmsaha berbasis Risiko; Subsistem pengawas紬

Bcmsaha berbasis Risiko meHpu宙

a) pengawasan rutin dan pengawasan insidental;

b) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

c) Pembat瓢an se轟i角kat standar atau iz血;

d) Pencabutan pe正乙in狐Be｢usaha;

e) Pengaduan;

0　Pengena狐sanksi adminis廿a仕f; dan

g)打o皿Pelaku usaha.

2. memberikan diseminasi informasi terkait penggunaan Sistem OSS

pada kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha; dan

3･ membuat laporan bulanan atas ke産at紬sebagaim劃a dimaksud

pada humf a dan huruf b kepada kepala DPMPTSP Kota Sibolga

(Anak Lampiran VI Ju血is Kemente轟an lnvestasi/ BKPM 08 Tahun

2021).

F. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan DAK Nonfisik terdiri atas:

a･ Kegiatan pengawas弧Pen紬aman Mod血, meⅡpu正:

1･ Be正也Acara Peme轟ksa劃(BAP) pada Sistem OSS (Anak略章重ipiran

VI重);

2. LKPM melalui Sistem OSS bagi Pelaku Usaha kecil, menengah, dan

besar (Anak Lanpiran VTII) ;

3. Pe肩!al‘an...



3. Penilaian kepatuhan Pelaku Usaha melalui Sistem OSS; dan

4. Pemutakh正an pro餌Pelaku Usaha, melalui Sistem OSS.

D血am h瓢poin i, poin 3, da皿poin 4 belum dapat dilakukan melalui

Sistem OSS, maka hasil kegiatan pengawasan Penananan Modal

dilakukan tanpa mel粗ui Sistem OSS.

b. Kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha haporan bimbingan

teknis kepada Pelaku Usaha memuat informasi antara lain:

1. pese轟a d紬presensi;

2. narasu血ber;

3. match y孤g disampaikan;

4. notula kegiatan;

5. hasil survei pelaksanaan kegiatan; dan

6. dokumentasi.

c. Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hanbatan yang dihadapi

Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya memuat

infbmasi a皿tara lain:

1. pesc轟a dan presensi;

2. na重asumber;

3. materi yang berisi profil Pelaku Usaha dan kronologis permasalahan;

4, notula kegiata皿;

与. LKPM; dan

6. dokumentasi.

G. Kebijakan Operasional

1･ Wali Kota Sibolga w雀jib memp五〇五taskan unit yang memi雌tugas dan

血ngsi pengendaⅡan pelaks紬aan Pen劃aman Mod血　d瓢am

melaks餌akan ke由at紬DAK Non債sik Fasilitasi Penan劃a皿Mod瓢untuk

meningkatkan realisasi Penan- Modal dan kepatuhan Pelaku Usaha
da工am memenuhi ketentuan pelaks弧Iaan Pen狐am紬Modal;

2･ Wa脆Kota Sibolga w年jib memp五〇五task狐unit yang memilm tugas dan

血ngsi pengend血ia皿　pelaks紬aan Penanaman Mod瓢　dalam

melak鎚nakan kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk

meningkatkan realisasi Penanaman Modal dan kepatuhan Pelaku Usaha

d瓢狐memenuhi ketentuan pelaksana紬Penanaman Mod瓢;

3. Pemerinta血　Kota Sibolga wajib menganggarkan DAK Nonfisik sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

4. Pemerintah Kota Sibolga wajib melaksanakan DAK Nonfisik sesuai

dengan Target output Kegiatan dan Alokasi Anggaran untuk Pengelolaan

DAK Non鯖sik yang telah ditetapkan Kemente正紬(Anak L劃piran量X

Juknis Ke皿ente正an lnvestasi/ BKPM 08 Tahun 202 1);

5. Dalan hal target output kegiatan pada angka　4　telah tercapai,

Peme正ntah Kota Sibolga dapat melakuka皿pembahan/pergeseran hncian

alokasi DAK Nonfisik sesuai alokasi setiap yang telah ditetapkan;

6･ Peme轟ntah Kota Sibolga d血am menyusun Renc狐a Ke重ja dan An饗甜an

(RKA) wajib be町edoman pada menu/program kegiatan yang ditetapkan

dalam petu可uk te血is Peratu剛Mente五山i;

7.Perangkat daerah melakukan konsultasi dan kcordinasi dalan

penyusun狐　R船　DAK Non鯖sik se重ta menyampa上kan Dokumcn

Pelaks弧aan Angga重an (DPA) kepada peng劃pu DAK Non屯s並;

8. Dalan hal ruang lingkup dan tugas Pengawasan yang berat maka segala

hak discsuaik紬dengan hnci劃anggaran y紬g terdapat pada lampiran I

Peraturan W粗i Kota ini,

9. Kepala DPMpusp Kota Sibolga menunjuk aparatur yang memiliki fungsi

pengendalian pelaks紬aan Penananan Modal sebagai pengelola anggaran

kegiatan DAK Non魚s並.

｣ 0. DPMPPTSP...



10･ DPMPprsp Kota Sibolga menu可uk aparatur yang mem抽出tugas din

血ngsi pengendaHan pelaks劃aan Penanaman Mod瓢sebagai pengelola

anggaran dan pelaks紬a kegiatan DAK Nonfisik.

11. Dal紬h瓢pembentukan仕m pengenda轟an penanaman mod瓢Kota

Sibolga, maka Kepala DPMP門SP Ko屯Sibolga dapat me型車軸tse九貧kan

血n teknis dah Satuan Ke寄a Per劃gkat Daerah lainnya y紬g

berhubungan deng紬penanaman modal.

12. Kep瓢a DPMPp富sp Kota Sibolga menyusun din　皿embuat Surat

Keputus蝕tentang Pembentuk狐Ⅲm Pelaks餌aan Pengawasan dan

Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasrm Perizinan

bemsaha Berbasis Resiko Kepada Pelaku Usaha sebagai salah satu

dacar pelakcanaan pengawasan dan bimbingan teknis aparatur

DPMPp富sp Kota Sibolga.

H. mnsip Dasa重

Pemanfaatan DAK Nonfisik berpedoman pada prinsip:

1. Keterpaduan Kegiatan direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu,

untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan

para pelaksrma program setiap tingkatan. Dalan penggunaan tidak

dibagi-bagi untuk setiap kelompok jabatan fungsional berdasarkan

stru虹ur Satuan Ke重ja Per紬gkat Daerah (SKPD) tetapi untuk

pelaksanaan program secara terintegrasi.

2. Efisien Pelaksanaan kegiatan dilak輸makan dengan memanfaatkan

sumber daya yang ada secara tepat, ce血at d紬se皿inim瓢mung血n

untuk mencapai t可uan seop仕m瓢mung隠n dan仕dak duplikasi dengan

sumber pembiayaan lain.

3. Efektif Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit ting由　terhadap

pencapaian prioritas nasional.　Penetapan kegiatan dilakukan

berdasarkan prioritas penyelesaian masalah.

4. A血untabel Pengelolaan dan pemanfaatan DAK Nonrisik h-s dapat

dipe轟anggし葛n由awabkan sesuai dengan ketentua皿peratur劃pemndang-

undang劃.



BAB重1

MANAJEMEN PBLAKSANAAN

A. Percncanaan

Kepala DPMPPTSP Kota Sibolga yang mene五重na dan melaksanakan DAK

Non鯖s並, perlu melakuka皿sin血onisasi an岨重a rencana kegiatan deng孤

dokumen pe重encanaan yang telah disepaka竜oleh peme轟ntah pusat dan

Peme五重〇日h Daerah deng劃ketentuan sebaga上behkut:

a. DAK Non債s蛇　yang di瓢okasikan untuk Wal址ota Sibolga dibuat

perencana紬　sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-

und狐gan di bidang pengelolaan keu劃gan daerah;

b. Penyusunan program dan kegiatan d瓢am Renc紬a Ke寄a din

Anggaran berdasarkan kebutuhan peran dan請ngsi dan DPMPTSP

Ko屯Si比lga, p五〇五tas progra皿untuk pencapaian proくずam nasional,

Standa重　Pelayanan M血imal yang dⅡaks劃akan di dacrah secara

te轟ntegrasi ;

c. DPMPprsp Kota Sibolga menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)

(Anak Lampiran X Juknis Kementerian Investasi/ BKPM 08 Tahun
2021) y紬g ditu劃gk紬d血劃RKA pada SIPD sesuai dengan menu

kc産atan dan pagu angga重an masing-mas血g ditambahkan pagu DAK

Non鯖sik yang ditc正ma;

d. R船yang tclah disusun dan dik○○rdinasikan DPMprsp Kota Sibolga

dibahas d瓢am Rencana Angga章an Pendapatan dan Bela垂a Daerah

(RAPBD) apabila alokasi sudah ditehma;
e. Rencana penggunaan DAK Non静sik dimulai bul紬J紬ua轟s孤pai

deng紬bul紬Desember tahun angga重an be轟瓢an, dituangkan dalam

Laporan Rencana Penggunaan DAK Nonrisik Fasilitasi Penananan

Modal (Anak Lampiran XI Juknis Kementerian Investasi/ BKPM 08

Tahun 2021);

f.血por紬Rencana Pen製unaan DAK Non鯖s址Fas田虫si Penanam紬

Modal血sampaikm oleh DPMprsp Kota Sibolga kepada Kementeh劃

d瓢狐bentuk dokumen允s址dan/atau dokumen elekむonik p血血g

la血bat t狐ggal 0 1 Maret 2022.

B. Pengelolaan Anggaran

1. Penggunaan DAK Nonfisik untuk membiayai kegiatan:

a. Pengawas弧Pen劃aman Mod血melipu色:

1) Amalica dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha

dah Pelaku Usaha, yang terdi正da正:

a) Konsumsi rapat (makan dan snack); dan

b) Penggandaan bahan.

2) Inspeksi lapangan, yang terdih dan:

a) Uang harian untuk pelaksana;

b) Biaya pen由napan/hotel untuk pelaksana;

c) Biaya　　廿紬sp〇九asi kabupaten / ko屯　　ke lokasi

proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk
kenda輪an yang digun遭⊂an; din

d) Biaya swab an廿gen.

Terkait poin a, poin b, dan poin c diberikan mengikuti standar

harga satuan region瓢yang diatur dalam Peratur紬打esiden

mengenai standar harga satuan regional.

3) Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha

Para Pelaku Usa宣ia sebagai behkut:

a) Konsumsi rapat (makan dan snack); dan

b) Pengg狐da紬bahan.
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b. Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha bempa:

1) Bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha

berbasis Risiko, yang terdih da正

a) Konsumsi rapat (makan dan snack);

b) Paket mee仕ng　血11day/h瓢蝕ay (meⅡpud: sewa m紬gan,

konsumsi pesc轟a, pani仕a, pembawa acara, moderator, dan

narasumber). Jika心dak tersedia hotel, maka dapat menyewa

balai/gedung bangunan mil批Peme轟ntah Daerah din/atau

tempat lain yang representative;

c) Uang sarfu/uang harian (panitia, pembawa acara, moderator,

dan narasumber) ;

d) Pen鏡napan (pani心a, pembawa acara, moderator dan

narasumber) ;

e) Uang　廿anspo轟asi (pani仕a, pembawa acara, moderator,

narasumber, dan peserta), khusus panitia biaya transportasi

kabupaten/kota ke lokasi prqyek/血ansp〇五asi lokal/sewa

kenda丁a紬/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan;

0　Honora正um narasumber dan pembawa acara;

g) Hono重a正um moderator;

h) Pengganda餌bahan dan sem血ar虹t;

i) Sp紬duk dan backdrop;

j) Pengadaaan lisensi video conference selana 1 tahun;

k) Upah a屯u gaji bulanan tenaga pendamping Non ASN,

dibaya重kan untuk 1 (satu) orang selama 12 (dua belas) bulan;

dan

1) Biaya swab an也gen.

Terkait poin a sanpai dengan poin g diberikan mengikuti standar

harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden

mengenai standar harga satuan regional.

2) Bimbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan

Berusaha berbasis Risiko

a) Konsumsi rapat (maka皿dan snack);

b) Paket mee心ng　細山day/h乱調ay (melipu心: sewa mang劃,

konsumsi pese轟a, pani寄a, pembawa acara, moderator din

narasumber). Jika tidak tersedia hotel, maka dapat menyewa

balal/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau

tempat la血yang rcprcsenta心ve;

c) Uang saku/uang ha正an (pa皿i也a, pembawa acara, moderator

dan narasumber).

d) Uang　廿anspo血si (pani色a, pcmbawa acara, moderator,

narasumber, dan pese直a), khusus pani心a biaya血紬spo血si

kabupatcn/k〇日　ke lokasi p調yek/血anspo轟asi lokal/sewa

kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunak劃;

e) Honorahum narasu皿ber dan pembawa acam;

0　Honorahu皿moderator; g) spanduk dan backd調p;

h) Penggandaan bah紬dan seminar岨t; dan

i) Biaya swab an缶gen.

Terkait po血a sampai dengan poin f dibe轟kan mengiku色standa重

harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden

mengenai st紬dar ha重ga satuan region血.

c･ Penyelesaian pe皿as血ahan dan hambata皿yang dihadapi Pelaku

Usaha dalam mereali組sikan kegiatan usahanya meliputi:

1) Identifikasi penyelesalan permasalahan dan hanbatan yang

dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya

sebagai behkut:

a) Konsumsi rapat (皿aka皿d紬snack);

b) Uang harian ke lokasi proyek untuk pengumpulan infomasi

dalam kegiatan identifikasi pemasalahan dan hambatan

kegiatan usaha dari Pelaku Usaha;
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c) Biaya penginapan/hotel;

d) Biaya　　廿anspoねsi kabupaten / kota ke lokasi

prQyek/廿anspo血si lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk

kendaraan yang digunakan;

e) Pengg紬daan bahan; dan

f) Biaya Swab Antigen.

Terkait poin a sampai dengan poin d diberikan mengikuti standar

harga satuan region瓢　yang diatu重　d瓢a皿　Peratura皿　Hcsiden

mengenai standar harga satuan regional.

2) Penyelesaian permasalahan dan hanbatan yang dihadapi Pelaku

Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sebagal berikut:

a) Paket meeting fullday/halfday (meliputi: sewa ruangan,

konsumsi peserta, panitia, dan narasumber). Jika tidak tersedia

hotel, maka dapat menyewa balai/gedung b劃gun紬　milik

Peme正ntah Daerah atau tempat lain yang representa竜ve;

b) uang saku (panitia dan narasumber) ;

c) honor narasumber;

d) pen摂andaan bahan; dan

e) Biaya Swab An仕gen.

Terkalt poin a, poin b, dan poin c diberikan men由kuti standar

harga saturn　region血　y紬g diatur dalam Peratur劃　Presiden

mengenai standar harga satuan regional.

3) Evaluasi penyelesaian permasalahan dan hanbatan yang dihadapi

Pelaku Usaha dalan merealisasikan kegiatan usahanya sebagai

be正kut:

a) Konsumsi rapat (makan dan snack); dan

b) Pengg紬daan bahan.

2. Ketentuan honorahum na重asumber ad瓢ah:

a･ Non ASN yang memi雌kompetensi di bidang Penanam狐Mod血

temasuk tenaga pendamping;

b.ASN yang　cldak beke寄a di　血st紬si pene血na DAK Non正s址

Fas址tasi Penanaman Modal dan Kementeh紬, yang memilm

pengetahuan yang cukup terkait Penananan Modal, Perizinan
Bemsaha berbasis Risiko melalui Sistem OSS,皿aupun tata cara

pengisian LKPM Online; atau
c. Profesional atau praktisi langsung yang memiliki kompetensi,

peng粗aman dan pengetahuan yang cukup terkait Pen紬劃餌

Modal, Perizinan Berusaha berbasis Risiko melalui Sistem OSS,

maupun tata cara pengisian LKPM Online.

3. Ketentuan honora正um moderator ad瓢ah:

a. ASN yang ddak bekeもa di instansi pene血na DAK Non飼sik

Fas孤i屯si Penanam紬Modal dan Kemente轟an, y紬g memili施

kecakap紬d血a皿memandu diskusi; atau

b. Profesional atau praktisi yang memiliki kecakapan dalan

memandu diskusi.

4. Ketentuan upah atau gaji bulanan tenaga pendamping Non ASN,

dibayark狐untuk 1 (satu) orang sel劃a 12 (dua belas) bul紬yang

besarannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan standar

biaya yang berl瓢Ⅲ di Kota Sibolga.

5. DAK Nonfisik tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja modal,

bela可a kura亀f dan rehabilita哩honor血put data, hadiah lomba,

honor pani瞳a, rethbusi, cetak　めto, pemel血araan bangunan,

pengadaan kendaraan, Alat Thlis Kantor (ATK), peljalanan dinas

untuk koordinasi ke pusat, sena pengadaan sar紬a dan

prasarana ･



C. Pelaporan

1. DPMpusp Kota Sibolga menyampaikan Laporan Reali掛si Penggunaan

DAK Non五s址(Anak続狐piran X重重Juknis Kemente轟紬lnvestasi/ BKPM

08　Tahun　2021) kepada Mente轟　d血狐　h血ini Dcpu心　Bidang

PengendaH紬Pelaks劃a紬Penan劃an Mod孤mel瓢ui apli血si SIDAK

secara berk瓢a se心ap 6 (en紬) bulan seka珂pal血g lambat 20 Juli pada

tahun beljalan untuk semester 1 clan　20 Januari pada tahun

behkutnya untuk semester 2, melipu心:

a. Re瓢isasi penyerapan anggaran;

b. ReaHsasi kegiat紬; din

c. Permasalahan dalam pelaksrmaan DAK Nonfisik Fasilitasi

Penana皿紬Mod瓢.

2. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan

anggaran dan realisasi kegiatan akan dijadikan pertimbangan dalam

pengalokasian DAK Nonfisik pada tahun berikutnya sesuai dengan
ketentu紬peraturan pemndangundangan.

D･ Monit〇五ng dan Ev血uasi

Monit〇五ng da皿ev租uasi DAK Non静sik dilakuk狐oleh Kemente正紬d確am

h瓢血i Depu也Bid紬g Pengend瓢ian Pelaks孤aan Penanam劃Modal dan

kementerian/1embaga terkait. Objek monitoring dan evaluasi adalah

realisasi pencapalan dan kesesuaian target output kegiatan yang

dilakukan secara berkala setiap 6 (enan) bulan sekali.

E･ Ketentuan Pembiayaan

1･ Pe重jalanan Dinas untuk DPMP門sp Kota Si的lga hanya dapat

dnaks弧aka皿di kabupaten/kota dalam wnayahnya (缶dak dapat lin屯s

kabupaten/ko屯).

2･ Pada saat penyusunan Rencana Ke重ja Anggaran (RKA), apab組a ada

komponen ataupun kegiatan di luar ruang lingkup DAK Nonfisik ini,

maka penyusunan dan penggunaan anggaran tersebut tidck dapat

diperkenankan menggunakan anggaran DAK Non最s址.

3. Untuk mendukung pelaksma劃DAK Non窟sik Fas出血si Pen狐am狐

Modal, bagi kegiatan yang belum dapat dianggarkan menggunakan

DAK Nonfisik ini maka DPMPPTSP Kota Sibolga menggunakan APBD

sebagai sumber pend劃a紬lainnya.
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KBTENTUAN PENUTUP

Pctu巾uk teknis血i dibuat untuk坤ad並狐acu狐pen燐unaan

DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2022 yang diarahkan untuk kegiatan

yang dapat men血gka也紬daya jangkau dan kuaHtas pcngendalian

pelaksanaan Penanaman Modal Kota Sibolga. Petun]’uk teknis

penggunaan DAK Nonfisik ini merupakan penjelasrm atas kegiatan

pengawas狐　Penanaman Modal, bimbinga皿　te血is kepada Pelaku

Usaha, penyelesaian pemasalah紬　d劃　hambatan y狐g d血adapi

Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

Setiap kegiatan DAK Nonfisik tidak diperkenankan dilakukan

peng瓢ihan anggaran di luar　轟ncian　血okasi DAK Non魚sik yang

ditetapkan oleh Menteri setiap tahunnya. Kepala DPMP門sp Kota

Sibolga dapat menyesuaikan pelak輸naan kegiatan untuk mencapal

jumlah target output m血imal sesuai deng紬alokasi angga重狐DAK

Non負s毘yang telah ditetapkan dalam petu可uk teknis血i.

Sela可u血ya, pelaksanaa皿　kegiatan agar dis血ergikan sehingga

lebih berdaya guna dan berhasil guna.


